
黎
8ySIA

Lauren T. p. Siburian*

TRAcT

K:ita ktll]cii sistcm Pcradilan,RcFormasi Hukuln

焦拙i[事
出|[ぷ11:l常鵠1詰l

i, PENDAHULUAN

*,,,i,:ll:11,,;:.j :,r, Jxr*l:
Penrtng d.ti.rln i o r,,,,,-, r, 

- _ 

i, "\l\tcIn, ler.tl.rnegrr.riln fnO"r".;.,

;:,1;'i[il i ]il:l i'*"I, :jln';:::'

{id *#i.,i*'"',jilii'**=

Dalam kaita

iヽp kcadilan d〔

Orang, John R〔

kan  bah、 va ごα
/2αναα″ α7“■′

 iL:チ′icttα劣:」ピχ″′is′ソ
“
ゎα

`,c′″′・/1″ ∫″′,ソ″″′ル′″● ヵ″θ′ヵご″(Ccorgc P Flctchcr, 1996: 83)
‐
Eαt71″′パθ″なゎヵαセ

`7″
″夕′″′′なル ″ピ ′′!″∫′ (`X=θ″∫′l,ご   =(,^7′

ッ,.Ft●′″ ″ `夕″α′ ゎα,c ′め′′″θ∫

町警a出出継l』:宅;r



「

「

Pengadilai harus lebih rnan

diri dan sangat tergantung dari
pcnyclcngSaranya yaitu hakim
dan panitera. Kemandirian hakim
.lari sisi lembirga prinata hukum
aka. mengarah pada analisis
rerhadap fakta-fakta dan peraturan
pcrundang-undangan yang berka-
itan dengan perkara yang diha
dapinya.

Ruang lingkup pcngadil:rn

Juga akar menilik beratkan pada
apakah pranata hukum yang
rnengatur penyelenggaraan penga
dilan yang berkaitan dengan biro-
krasi badan peradilan umum dan

kekuasaan kehakiman di Indone-
sie sudah cukup baik, dalam arti
satu dengan yang lilinnya tidak
berientanganl Kcmudian bagai
n]ana pcngaruh birokrasi badao

fcradilan di Indonesia saat ini
terhadap kemandirian hakim?
Kewibawaan hukum sangat di-
pengaruhi olch sistcm pcradilan
lang ada dan perilaku aparat hu
kumDya. Dengan denikian adalah
suirtu hal yang wajar apabila di-
harapkan hakim dapat menjalan
kan tugasnya dcngan baik dan

menjadi figur pcncgak hukum dan
keadilan yang sejati.

Dewasa ini berbagai kasus cli

lembaga pcradiian, mcmang tclah
cngarah kepada pemerosotan

makna "keadilan", yang pada gi
Ii|annya akm memerosotkan pula
makna wibawa hukum. Apabila
wibawa hukum tidak dapat ditc
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gakkan, maka pada gilirr!,inya
konslilusi di Indonesia tidak akan
menriliki nilai normatif. Bcsar
kernungkinan bdhwx hal terseblrt
akan bernilai nominal atau bahkan
semantik. Yang lerakhir ini ber-
makna bahwa konstitusi itu secara

hukum berllku, namun hanya
untuk kepeitingan pada penguasa
sajo (Sarya Adnanto, 1994:6).

Dcskripsi mengenai perbuatan
main hakim scndjri merupakan
ujian bagi bangunan hukum itu
sendiri. Perbuatan ini justru harus
dapat mcndorong bagi seorang
penegak hukum bagi rakyatnya
(Srtjipto Rahardjo. 1977: 34). lni
semua rlrerllpekan bagian Yang
tidek dapat dipisahkan dari pene-
gakan hukurn. Bunrknya pcnegak-
an hukum di neged ini, scrta mcr
ta leiah mcnycbabkan hilangnya
kepercayaan masyarakat (losl o/
cotiidence) bahkan dunia inter-
nasiona) kepada pemerintah. Indi-
katornya dapat djlihat antara lain
sikap dan perilaku masyarakat
yang suka main hakim sendiri,
mengual11yrl disintcgrasi bangsa
karena ti.lak percaya lagi bahwa
afaral hukuln dapat bcrtindak adil
lNomcnscn Sinamo, 2003/2004:

Ketimpmgen yang amat tajam
antara kcdudukan dan tanggung

.jawab hakin dengan penerimaan
pcnghasilannya, potensial sekali
untuk mengakibatkan melemah
nya kondite hakim dan jajarannya
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Ierradap tugasnya. antara lain
Fcrtama. menururnya kesungguh
rn hakrnl dalam menvelesaikan
pcrkara. Kcdua. ridak adanya
inrsiatif hakim untuk mcngem-
banekan keahlian dan pengeta
huan' hukum. apalagi untuk me-
ngenlbangkan hukum dan pcradil-
an. Ketiga, Jemahnya daya untuk
nrcnolak pengaruh oampur tangan
kekuasaan atau pengaruh lainnya
terhadap putusan hakim.

Keadaan yang dernikian akan
mcnyebabkan perubahan slkap
masverakll, antara lain masya-
rakat akan keccwa dengan putus-
an hakim yang tidak ntencermin
kun keadilan, hilangrya kcperca-
)aan masyarakat terhadap hakim
dan lcmbaga peradilan, dan me-
iirrblrlkarl praktik-praktik main
hukim scndiri.

Aplbila hal tcrsebut dibiarkan
berlarut lxrut. naka akan menim
bulkan kcrcsahan yang meluas,

),ang ukhirnya mel1gganggu jalan
n)a roda penterintahan. Karcna itu
lllasalah ketimpangan ini merupa-
kan masalah yang serius bagi
pernerintah dan harus segera di-
selesaikan melalui kcbijakannya.

Penuiisan ini dititikberatkan
pada sistem peradilan di Iidoncsia
vang belum baik dalam menyele
saikan pcrkara yang pcnuh dengan
nuansa nepotisme dan kolusi,
sehingga berdaorpak pada citra
buluk lembaga yudikatil khusus-

⑩
nya dan pemerintah pada umutn-
nya. Karena itu pcrlu segera dila
kukan perbaikan unluk mewujud-
kan kcadilan yang didanbakan
bagi seluluh rakyat Indonesia.

II. PERNIASAI,AHAN
Meskipun flndang-Undang

Nomor 35 Tahun 1999 rcntang
Hak Asasi Manusia, sebagai re
alisasi dari UUD 1945 yang relah
diamandemen. lembaga peradilan
telah menginduk kepada satu
lcmbaga, yakni Mahkamah Agung
scbagai lembaga peradilan tcr
tinggi bagi negara, tetapi bukan
beriuti tclah menginduk ke dalam
satu inslansi akan dapat mcnyc-
lesaikan semua persoalan sislem
peradilarl dengan gampang, kare-
na telah parah kondisi kerusak-
annya. Tulisan ini lidak aken
membahas secara utuh dan senl-
puna, tetapi kiranya dapat menl-
bcrikan gambaran mengenai tl)
bagaimana upaya penegrkkan
hukurn dan bagainlana sistem
peradilan umum yang ada di
Indonesia dalam hubungannya
dcngan hukum tata negara di
Indonesia; (2) kcdudukan lembaga
peradilan dalam konstitusi dan
perbandingannya dengan negara
lain; (3) bagaimana kedudukan
hakirn, panitem dan lembaga
peradilan dala:n alam reformesi
sekarang ini; (,1) bagaimana upaya
pcmeriDtah Indonesia di dalam
membenahi sistem peradilan
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umunt agal mampu nerrberantas
kolusj dan nepotisme.

Dari kccmpat permasalahan
tersebut. kiran!a akan dapat mern
berikan gamharan kepada kita
lentanE! .jawaban atau solusi lebih
)lnjut agai ke depan, kedudukan.
parnn hakin. panitera dan lcm
baga peradilan bisa lebih optimal
dan mcnjadi halapan ratusan juta
rakyat lndonesia di ncgcri yang
kita cintai i:ri.

III. SISI'I]I\I PERADII,AN

A. Beberapa Pcndekatan
N{engenai Penegakan
Hukum
Scsuai dengan cita-cita pene-

Sakkan hukum di Indonesia serta

nrempertimbangkan dinamika dan
perkembangan masyarakat. maka
penegilkkan huku:r melrlui pcn
iiekatan yuridis semata mata su

clah tidak memadai- Pendckatan
yuridis sebagai pendekatan utama
dalam pcncgakan hukum perlu
dilcngkapi dcngan pcndekatan
sosio politik dan sosio kultural.
Penegakkan yuridis dalam pene-
gakkan hukum dimaksudkan seba-
gai penerapan norrna norma atau
ketentuan hukum sccara tcpat dan
benar scsuai dcngan keyakinan

fada penegak hukum. Peldekatan
sosio-politik dalam penegakkan
hukum dimaksudkan Lrnluk me-
\\Lriu.lkan ketertiban. stabilitas.
dan kondisi kondisi yang diperlu-
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kxn untlrk kclangsungan pemba-
ngllnan na\ional scrta kokohnya
persatuan Llun kesatuan. Pendckat
an sosio kllltural drlut penegak-
kan hukum berarti pcnegakkan
nilui-nilai )ung hidup dalam ma
sJ'arakat. sehingga rrsa keaLlilan
mas)arkat dapet lcbih leryenuhi.
lchih Jxuh lagi akan rncninskatkan
kcpcrcalaan dan dukLrngan ma
synrilkal lerhadap peneglk hukurn
(Suka on \4ertokusumo, 1989:
20).

Berkenaen dengan keadilan.
W. Fricdman mengcnlukakan
bahwl "kearlilan merupakaD ga-
bullgan akal dan perasaan tcrda
1anr." yang clikonkretkan melalui
enam pern) ataan. yakni tuntulan
akan kesedcrajalan, pembalasan.
nlartehat mlnusia, keputusan ha

kim yang lelili. pembatasan lungsi
peDerintah secara tepat, dan
penenuhan akan harapan-harapan
rnasvarakal (W. Friedman, lerje-
rnuhxn Nlohanlld Arifin. 1990:
ltSJ

Dengan demikian, semua nor-
mil ),ang !aliditasnya bisa dilelu-
suri pada sllatu nolma dasar )ang
membenluk suatu sislem norna
alllr suatu .)i"l.r/. Suatu hukum
berada dalam suetu sistem apabila
ia clilaksanilkan berdasnrkan pe-
laksanaan kekuasaan scsuai de

ngan norma dasar yang membe-
rikan dasar segenap kekuasaan

-,r. 
irng melaksanakan hukum darj

sebuah sistein.
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Dalanr kailannva dcngan, pe
nyeicnggiuaan tugas administratif
badan pcradilan, mcnurut Max
Wcber, birokrast yang ideal
adalah birokrasi yang memiliki
ciri ci i

l. Adanva pembagian tugas yang
jelas dan spesialisasi:

2. nrenetapkan prinsip hierarkis
wcwenang:

3. adanva sislein pcraturan yang
absrak yang konsisten:

.1. sikap ".tirrr: tra et .strulio
lfo|mal dan tidak bersifd
pribadi)r

5. lenjang karir dikaitkan dcngan
senioritas atau prestasi kcrja
alau gabungan keduanyai

6. rnenonjolkan efisiensi admi-
nistrasi (W. Friedmen. terje-
nrahan Mohamud Arifin.
1990: I l8).
Pcngadilan sebagai organisasi

tbrmai yLrdikatif setidak tidaknya
harus nrcltpunyai 6 (enam) ciri
birokasi ideal tcrsebut agar pcla-

)anan masyarakat pencari keadil
an dapat dlsclenggarakan dengan
baik.

Dcngan pembagian tugas yang
baik, sudah seharusnya peradilan
umum memiliki spcsialisasi ha
kim lang ahll menangani perkara
usulansi, ahli perkara perbankan,
ahli pcrkara kejahatan korupsi.
dan sebagainya serta diiringi de
ng.o kefribaditn yang juJur, ber

麺
sih. dan tidak pernah memiliki
catatan karir 1,ang buruk dalam
melaksanakan tugas. Namun. kcn-
dala yang sering dihadapi adalah
keferbatasan jumlah hakim yang
ada di Indonesia, sehingga kebu
tuhan akan hakim yang memiliki
keahlian khusus sulit terpcnnhi.
Ccpatnya cian tingginya Dlutasi
hakim yang merniliki spesialisesi.
dan tidak disiapkan pengantin_va

secara cepat juga mcrupakan per-
soalan pcncgakan hukunr dan
kcbutuhan akan kcadilan.

Dengan demikian. di clalam
struktur kenegaraan Indonesia.
maka tugas penegakkan hukunl
yang dijelankan oleh pcngadilan
sebagai mesin atau penggerak
kepastian hukum di dalam mewu-
judkan kcadilan adalah cita citir
diui suatu ncgara yang dernokra
tis.

B. Kedudukan Lembaga Pera-
dilan Dalam Konstitusi dan
Perbandingannya dengan
negara lain
Peranan peradilan tidak bisa

dipisahkan dari status peradilan
dalam sistem kencgaraan Indone
sia dan Unddng-undang Dasar
i9,15. Peradilan scbagai penye-
lenggara kekuasaan kchakinliri
dalam proses pembangunan hu-
kum. maka peranannya tentu lidak
lepas dari tugas pokok peradilan,
yakni menerima, memeriksa,
mengadili, serta nrenyelesaikrn



:irLp perkara )rnll diajukan kepl-
.i.rnla lPasrl : Ayet (2) t]ll No ,1

T.rhun 200.1 tertan:J Kekuasaan
Kehirkimanl.

Sctidaktidrknya pcngadilan
rukan ha!)a sekedar pengrr al
.r.tanr t rlt li negara. Lemhasa

lcredilan tcleh memberikan mak
:,1 pada sistcm tata ncgara. khu
ru!l)a di dalam pcncgakkan hak
lr:rk dasar manusia. Di sinilah
Lndang Undang Dasar 1945 dan

fcngadilirn nrembcrikan makna
:rn pemegang kunci daliun sislem
irkurn.

Suatu kasus yang dapat dija-
}kan pelaiarln bagi Indonesia
.ialah peristirva yang cukup ter
kenal di Amcrika Serikat yaitu
irsus M.rrlzrrt v. lvlaclison pa<la

irhun l80l (1. Cranch 137). Kelua
Pcngadilen Tinggi yang mengadili
..rkara tersebut mengemukakan
Jillrnren di bdwah ini sebagai hal
!.rns masuk akal:

''Jelas scnrua orang _vanfi telah
men!usun konstitusi tertulis mc
lihatnya sebagri mernbentuk hu
kum dasar dan tertinggi dari
bangsa, drr konsckwcn!inya.
teoli setiap pencinlahan scma
crm iDi mesti berbunyi bah\ra
kcputus.rn legislatif, )ang ber
(cnlangan dengan konstitusi. 1i-

dak syah. Untuk tujuan apa kcku
ilsaan dibatasi. dan untuk tquan
apa pembatasan itu mesti ditc
Iapkan, jika bat.rs-bLrtas tersebut,

'u.rtu ketikr. d;langgar oleh ke-
kuasran yang akan dibatasi.
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P.rbcdaxn :rntara pemerinlah dc
ngin k.kuasarn \ rng terbalas
d.rn tidlk l.rbda! llrcniadi hilang

iikr brr.rs bilras lcrscbllt tidak
mcmhararr r,rangorang yang kep
nd.r m€rcku Leluii\aitn ilu disc
rilhkan. drLn Jrl.r llndakirn _,_ang

drlarang dllll lindelixn )ang
diperbolchkan sama-\ama urjib
dilirkukan Adalah tcmlataan
,,--ang sulit ditentang bahriu kors-
titusi mengendLrlikan setiap tin
d.Lkan lcgislatif )ang tid.lk sejr-
Ian den!trDn,"-a. atau bah\ra legi\-
latif boleh mengubah konstitusr
dengan keputusan biasa. Tidak
rda lalan tengah dari dua
aitcrnxtif ini. Konstitusi adalah
hukum tellinggi, lidak bisa diu-
bah clcngan cariL-cirrn brirsa. alau
kolrnilusi nrempunyai tingkatan
\rnrir d.rngan keputu\an legi\latil
biasi. dlr sebaglimanLt keputus-
.rn hin. bisa diubah ketika legis'
Irtil bcrkchendak melakuk.rnnya.
Jik.r .rllcmarif pertama benar.

maka k!-luiusan Iegisletif yang

bcrtentangnn dengan konstitusi
bukanlah scbuah hukum. Jika
yang kedua benlr. makr konsti-
tLr\i teiLrlis adallh upar_a Iang
absrirzl. di pihak raktat, untuk
n.mbat:rsi kekursaan dalam
silitnlr ).ug tak bisa dibalasi '

tK.C. Whea|e, lerjemahnn
!luhannnad IIardani. 2003:
S5-it6 )

Dcngan rnemperhatikan per
nYalaan Kctun Pcngadilan l'inggi
dalarn krsus di i1las, tamllk ada

nya gambiiran bahwa aPaPun

alirsan seseorl]nll alau pcmcrintah
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atau legislatit, yang tindakannya
lelah melanggar sebuah konsritusj
adalah tidak diperkenankan dan
bukxn merupakan hukum ataupun
kcbijakan yang harus diparuhi.

Jifa dikairkan dengan Kirab
lJndan:J Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), gambaran di
rlds adalah sejalan dengan tujuan
KUHAP. Secara tegas KUHAP
menggariskan bahwa tujuan hu-
kum acara pidana arlalah untuk
rnencari atau setidak-tidaknya
mcndekati kcbenaran materiil atas
perkara vang diajukan kc peng
adilan. Hal itu didukung dengan
sistern pcmbuktiannya di dalanr
sistcm peradilan pldana yang
menganul ajaran negdtiet ettelijke
bey'ijs lworic untuk menentukan
bahwa hakim hanya dapat menja
tuhkan hukrnnan jika didukung
olch sekurane-kurxngnya dua alat
buktj yang sah dan nlemperoleh
keyakinan rkan kesalahan si
terdakwa.

Menurut Sar.jjpro Rahard.jo,
dalam sistem hukum di mana-pun
di dunia, kcbenaran selalu menja-
di objck perburuan, khususnya
nlelalui lelnbaga peradilannya.
Hampir tidak ada negara yang
benar-benar pLras dengan sistem
yang digunakannya. Misalnya
Arnerika Serikat menumpahkan
kckeceweannya dalarr berbagai
un-pkapan dramatis sepetti the co-
llLtpse ol the A ericdn Crimifial
Justice .\,-stem (ambruknya sistem

ヨ ⑨
peladilan pidana di Amerika) dan
the expensive .failure of the Aue-
rican Cri linal f/ial (kegagalan
yang mahal dari pengadilan AS).
Apakah penyebab semua libe|alis-
nle yang parah (K.C. Wheare,
terjemahan Muhammad Hardani.
2003: 85 86).

Dulam sistem hukum di
Amerika Serikat, sistem peradilan
pidana bekerja sedemikian biro-
kratisnya. Hel ini tcrlihat dari
ungkapan keadilan prosedural
atau keadilan fornil (procetlural
j u s ticlforDu! e .i ustic.,), yakni ke
adilan yang diperoleh dari prose-
dur yang runtit dan kaku. Pura
lawyer di sana lebih suka bcr-
main-main dcngan proscdur ytng
rumit dan kakll. Dalam kasus O.J
misalnya, para jaksa maupun
pembcla lidak berusaha untuk
membuktikan kesalahan terdakwa
akan tetapi sibuk berdebat sampai
kepada hal-hal yang kecil.

C. Kondisi Hakim, Panitera &
Lembaga Peradilan dalam
Alam Reformasi

Keambrukan sistem hukum di
Irdonesia sesLrngguhnla bcrmula,
ketika semua bermain rnain de,
ngan prosedur formal. Ketentuan
dalam hukum acara dianggap
segala galanya. Semenjak saat itu
kebenaran yang hendak ditemu
kan mulai menjadi satrlar-samar.
Keinginan uDtuk menegakkan hu



kum bergilnti dcngan iekat untuk
nllrnjxlxnkan undang-Lrndang se

aara kaku. Scakan akan clilupakan
brhrva upaya menjalankao hukunl
irduldl ditujukan untuk mencapai
keadilan. mcnciprakan kesejalrte-
rim dan'memelihara rrilai-nilai

Berbeda dengan kcedaan hu-
kum di Indoncsia yang sudah be-

Siru parah. Kebutuhan keadilan
\ubstanlif / progresil ditegakkan.
agar kcbenaran darl keadilan ha

kiki dapat di\!ujudkrn. \4enggu
nakan pengadilan untuk mencari
kebenillan merupakan pilihan

) ang tepiLt dan bcrmakna. Itulah
pilihan yang mcndcsak saal ini
Lrntuk dilakukan.

Di lain pihak pcradilan diha-
rapkan meniadi pelaku dalam

froses pembnngunan hukum
mcski akhir'-akhir ini pcradilan di
Indoncsia tidak henti-hcntinya
nlendapal sorotan tajam dai
masyarakat. Terdapalnya bebera
pa hakim yang nakal (dalalll
Rakomas Mahkarnah Agung,
Wakil Ketua Mahkamah Agung
nrcngalakan bauutk lnkim tang
nakal dan hakin banyak yang

nenjali bujingan tengik. Lihal
Sircgar. Bismar, 2002: 35I ),
putusan peradilan dirasakan tidak
mernenuhi rasa keadilall, jual beli
plrtusan, proses penanganan pcr
Lua berlarut larut, acla biaya si-
lunren yang mengakibatkan mem-
bengkaknya biaya pcrkara, bah
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krn :ampai luduhen adanya nafia
pengadilrn Karena ilu. sangat su

lit dibalarglin akan dapa! terpe
lihilranya 1r-11ib sosial tanpa pe

nyclcnggaraan pcradrlan lang ber-
kualitas drn bcrtanlrgung jawab
(A.A. Oka \1ahendft. 1996: 56).

r\rah kebijakan hulum adalah
mcrvujudkan lcmbaga pertdilan

l,ang mandiri dan bebas Lleri

pengaruh penguasa dan prhrk
nlanapun. Penlelenggaraan peril-
dilan dilakllkan dcngan proses

peradilan secara cepat, mudah.
mLrrah dan lerbuka. serta bebxs
kompsi, kolusi, dan ncpotisme
dcngiLn tetap meniuniung tinggi
asas keadilan dan kebenxran.
\lenyelcsaikan berbagai proses
perxdilen lerhadap pclanggaran
hukLrm dan hak asasi malnusia
yang bclum dilangani secara

tuntas.

Sampai saat inj rckrutmen dan
karir hakirn belum didasarkan
pada norma nonna profisionalis-
me atau intcgritas hakim yang

bersangkutan. yang pada akhirnya
nrengakibatkan terjadi pen!lm-
pangan dalarn proscs peradilan
yang melahirkan putusan hakim
yang kurang mencerminkan ke
pastian hukum dan rasa keadilan
masyarakdt. Akibatnya. kadar ke-
pcrcayailn lnasyarakat terhadap
]enrbaga pcradilan. misainya da

lam hal pengangkatan hakim
untuk nlengisi hakim agung
dilrkukan dcngan fit a l propet
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1?rl olch Dewan Perwakilan
Rakya! (DPR) dirasakan masih

belum dapat menghasilkan hakim
agung yang baik karena syarat

dengan kepenlingan Politik Yang

merrPengaruhirlYa (Komisi Hu-
kum Nasional Republik Indone

sia.2003: 109 110).

Akibat htl di atas korupsi di
pcngadjlan menjadi sebuah sis

tcm. AkibatnYa Jika ada Yang
menawarkan uang kePadanYa'

maka dia mcrasa susah untuk

menolaknya. lndikasi dari hakim
menerima suap bisa dilihat dari

putusan Yaog dikeluarkannYa.
Banyak putusan Yang dikeluarkan

lapi tidak bcrkualitas (PhiliP

JusLrf, 2004: 1'1).

Mcnteri Kchakiman dan HAM
padx akhir bulan Juli tahun 2003

lelah menemukan scbanyak 12

orrng hakin bermasalah Yang
didu-ea melakukan Pelanggaran
dalam menjalankan lugasnYa Dua

orag hakim yang diPe.jksa oleh

lnspektorat Jenderal Kehakiman

ildalah Kctua Pengadilan Negeri

Semarirng (Sukandar) dan scorang

hirk rnr Pingallun Negeri Jakrrl!
Barat (Buryamin Rafacl). Indikasi
hck.rn ) Jtlp m.'llerlmr \ucP.:ebe

narnya hampir lerjadi di semua

Peng.-rJilan l ingkJl Perlrma 'arn-
pai di Nlahkamah Agung. Karena

ilu. Ketua Mahkamah Agung,
Bagir Manan, mcminta jajarannya

.r P(rlgJJr lcn unluk m(nghen'
tr\-n \eeJl3 lillgkJh laku burul

麺
yang dapat menyebabkan terpu

rukiya dunia Peradilan Indoncsia.

Indikator perilaku buruk hakim

terlihat pada hafia kekayaan Part
hakim dan Eaya hiduPnya Yan!
gemar bermain golf (Lihat aeg.r

Reri.lr No. 1S/Th. II, 200'1: 6-9)

Itu sesuatu hal yang tidak munEl

kin iika dibandingkan dcngal

pcnghasilannYe.

Suatu pengadilan Yang bebal

mcrupakan suatu syarat mlltlal
yang "indisPe sdble" dalam suatt

masyarakat di bawah "Rale o

Ldw"- Kebcbasan Yang demikial
mengandung di dalamrya dar

campur tangan dati badan-badal

lain. baik dari eksekuiif maupu

dari legislalif, meskiplrn ini tidir

bcrarti bahwa hakim itu tidlk ber

tirdak sewenang_wenang Svara

demikian dikemukakan Pula olc
[Jniversdl Declaration of Huna
Rights.

Prinsip &i/ lrial (Peradila

yang adil dan tjdak memihai
telah dituangkan dalam Pasal 1

(Jnit,ersal DecLtLratittll oJ Hultul

Rigll.r menyatakan bahwa:

"setiap orang berhak dalam Pe

samaan yang scnlPllma untl
depriksa secara adil dan terbul

oleh pengadilan YaDg bebas dr

tidak memihak. baik untuk merr

tapkan hak-hak dan kewajiba
kewajiban atauPun dal.nn ti.r

ti.rp tuntutan Pidana kePadanYa



Hal yang salna iLrga dite

-:.,'kan dalam Pasal l4 Konvenan
ii(crnasional tentang Hak Sipil
;in Politik, yang menjamin bah-
.! ar setiap orang berhak alas
ir'buah pcradilan yang adil dan
:erbuka uftlrk umum yang dilak
..Lnakan oleh pengadilxn yang
\onlpeten, mandiri dan tidek
'!erpihak serta ditetapkan berda-
..irkan hukurn.

Sebuah pelsidangan yang l;i/.
rrirrl harus memenuhi tahapan sc

hagai bcrlkut:

L Suatu konslitusi dari negara.
terutama ketentuann)'a tentang
sistcm hukum.

:. Kilab Undrrrg-undrng Hukunl
Pidana dan Kitlh llndang
undang Hukum Acara Pidana,
undang undrng tcnti:lng pcndi
rian dan jur isdiksi pcngadilan
scrta undang undang kc'j ak

saan.

1. Keputusan-keputusan penga-
dilan yang berkaitan dengan
tindak pldana hukum pidana
(Dwiyan!o Prihartono, 2003:
4:l).

Dalam sislem peradilan u

rnum, panrtcra mcmpunyai tu8as
tidak hanya pendamping hakim
dalan] persidrngan untuk men-
catat jalannya sidang dan menyu-
sun bcrita acara yang dalam pc
iaksanaannya dapat diganti de

ngan panitera pcngganti, tetapi
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iLlga panitcrr mcrupakan pelaksa-

nr pulusan den tugas tllgas keju-
rllsilaan Jang \epenuhnla dibantu
olch jurusrla dan lurusita peng-
gr111ti.

Tugds ptlr]itcra ilrau fJanitcra
pcng ganti adirlah rnembua! berita
acilra sidang (scbegai naskah
otcDlik) yang memuat ringkasan
dilri apa sa]a yang tcrjadi sclama
sidang bcrlllngsung lang belkait-
ln dcngan perkara yang disidang-
kan. misrlnya alasan tentang
mcngaPr s0xlu saat sidang herus
dilakukan d.Igan pintu tcrtutup
harus namfak dalam berita acara
srding. Kctcrangrn dan pemlo-
honan yang clillukan oleh para

fihak ser{i kcfutllsen kcputusan
prosesual leng diarnbil oleh N'Ia-
jelis haru\ pule dirnuat dalam
berilI acara sidang. Juga susunan
persidangan. nama-nama para pi
hak ,,-ang hadir, kuasanya, saksi
saksi ahli dan penterjemah harus
disehutkan dalam berita acara.

Berita Acara harus ditandatangani
olch Kctua Sidang dan Panitera
yang bersidang (Indroharto, 199l:
2,12). Jadi tugas utama panitera
dalarn nrer garur administrasi per-
kara, jalarnya sidiing. dan penyc-
lcnggaran peladllan-

Scbclum bcrlakun! a Undang-
LlndanEl f.iornor 35 Tahun 1999,
pc,nbinaan peradilan urnurn se-

larna ini masih rancu dan belum
terinlegrasi. Di satu slsi Mahka
mah Agung.juga mempunyai ke-
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\r'enangan dan kcwajiban untuk
mclakukan pembinaan serta bcr-
bagai tanggung jawab atas pem
binarn tersebut. Di sisi lain- Men
tcri Kehakimin dan HAM juga
dcmikian. Namun hxl yang mcm-
bedakhnnya adalah Mahkamah
Agung melakukan pembinaan ten
tang teknis peradilan utnum bagi
pengadilan, sedangkan Menteri
Kehakiman mclakukan pembina-
an terhadap hal hal yang be.kaitan
dcngan organisasi (Pasal 5 UU
No. 2 Tahun 1986 tcntang Per
adilan Umum). Pembinaan teknis
peradilan umurn oleh Mahkamah
Agung, antara lain bcrbentuk tek
nis beracara. pcndidikan, dan pe-
latihan untuk meningkatkan ke-
mampuan hakim agar hakim
mampLl mcnganalisis perkara
yang clisengkctakan berdasarkan
hukurn. vurispmdensi, teori-teori
hukum. serta dapat mencmukan
atau membcrikan pertimbangan
hukum. sehingga mampu mem,
berikan putusan yang adil.

Setelah diberlakukannya
Undang llndang Nomor 35 Tahun
I999. maka kekuasaan kehakiman
kini bcracla dalam satu atap. Ke-
wenangan ot ganisatoris, adminis-
tratif. dan fiDansial lembaga per
adilan berada di bawah kekuasaan
Mahkamah Agung, sebagaimana
ditegaskan dala:lr Pasal ll ayat
(l) Undang-undang Nomor 35
Tahun I999 yang menyatakan
bah\\'a "Badan-badan Peradilan

⑩
sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 10 Ayat (l) secara orga-
nisatoris, administratii dan finan-
sial berada di bawah Mahkamah
Agung. UU No. lzt Tahun 1970 io
UU No. 35 Tahun 1999 relah
diganti dengan UU NO.4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Keha-
kiman.

Oleh karena iru. pada saat ini
Mahkamah Agung tidak iagi ha-
nya bertindak sebagai pembina
tcknis tetapi juga organisatoris,
administratif. dan linansial lcm-
baga pcradilan. UU tcrsebut rne
netapkan sistem peradilan yang
semula berada di bawah Dcpar-
temen teknis tcrkait. misalnya
peradilan agama di bawah Dcpar-
temcn Agama. peradilan umunt
dan peradilan tata usaha negara di
bawah Departcmen Kehakiman.
maka kini berada dalam satu atap
di bawah Mahkamah Agung.

Hal lain yang menjadi perha
tian adalah apakah dengan lahir-
nya Undang-unding Nomor 35
Tahun 1999 kemudian diganti
dengan UU No. 4 Tahun 2004
kckuasaan kehakimair lebih man-
diri dan merdeka terlepas dari ke,
kuasaan pcmedntah l Pemisahan
sccara tegas antara kekuasaan
yudikatif dan cksekutif membuai
cita cita untuk mewujudkan keku-
asaan kehakiman yang merdcka
dan mandiri, serta menghasilkan
keputusan yang bcnar adil. Ini
sangat tergantung dari faktor



ekstcrnal dan intenal yang mcnr

I-rcngaruhi hxkim dalam melak-
\ilr)akan tugasnva. misalnya untuk
rrutesi tidak sedlkit hekim yang

melobi (me]akukan pendekalan
dcngan pcjabat di lingkuogan
\lahkamafi Agung), !ang dapat
beldampak pada kekuasaan kcha
kiman ti.lak mandi.i.

Secarll konstituisional. keman
dirilrl sistcr! peradilan (kekuasaan

kchakiman mcnumt ULD l9:15)
merupakan tlang utama negara

lang lnenda\rrkan diri Pada
demokrasi dan sLrpaemasi hukum.
Olch karena itu pelaksanaan
\istem peradilan yang tereduksi
oleh sistcm politik praklik praktik
dan intcr!ensi !ang datanil .lari
kckuasaan ekstrayudisial serta ba

nyaknya pclanggaian etika profisi
hukLlm. tcrbukti telah mcrusak
sendi sendi dasar kehidupan de-
nlokrasi dan suprernasi hukum.

Pengawasan yang dilakukan
olch Mahkamlh Agung terhadap
peradilan-pcradilan di bawahnya.
maupun peradilan tcrhadap Mah-
kamah AgLrng adalah dalam
kontcks langgungJawab publik
lpLhli. t1c(oto abilitl) bagi ma-
svarakrt dan negara. Trnpa ada-

nvll pengawasan, kebebxsan alau
rndperdensi itu dikhawatirkan
nken dapat meniNbulkan tirani
peradilan ataLl tirani kckuasaan
kchakiman. Pcmbcrdayailn penga-
uasan nrcrupakan dasar pokok
dari keberhasiian Mahkamah
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Agung di drliim mcnlndaklanluti
Rckomendasi IvIPR lnelalui Kete'
tapan N{l'R Nomor VIILMPR/
2(X)0. terutema Lhhnr hubung-
ann!a dcngan uPi\'a pcninSkalan
kLrrlitas \Lrmlrar deva manusia
bilgi scluruh icjaritn htkim dengcn

dukungrn inlegritit\. Inoralitas.
!\'rwasan. f ft)lesionalisme dan ke-
teralnpilan. Dernikian luga dalam
kaitinn,va dcngan e\l(t'fiul .otllrol
schagaimana ditegaskan sejak
direlapkannla UU No. 35 Tahun
1999 yang nlenyataken bah\ra
untuk mcningkttkan chcck and
lr.r1.rr.. lerhadi:lp lenbagr pcra-
diian iintara lain perlu diusahakan
agal putusan-Putusrn Pe11gadilan
drpat dikelahLli sccara lerbuka dan

trensplran olch ml1syarakat dan

dibe tuk Dewan kchoflnatan lia_
kinr yang berwcnang mengawasi
pcrilrku hakim, merltberikan re-

komendesi mengenai perekrutan.
pronrosi, tlan mutasi hakin scrta
rncn-r_usun kode etik (cdde ./
crrrl1r.I) bagi pare hakim.

Bcherapa landasan hukunr
Pcnga\\ rsan yang harus dilakukan
olch Mahkrntah Agung adalah :

l. Undang Unclirng Nomor 1,1

'fahun 1970 yang diubah de-

ngan tlndiLng-Undang Nomor
35 Tahun 1999. kemudian
diganti dengan Undang-
Undarlg Nomor.+ Tahun 200,1.

2. Undang llndang Nomor 1,1

Taliun l9E5 tcnteng Mahka-
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mdh Agung yang diubah
dcngan Undang Undang No-
mor 5 Tahun 2004 tentang
Pcrubahan Atas Undang-
Undang Nomor I,1 Tahun

.l9tt5 tentin8 Mrhkimxh

u-"t"t-ui pu,u.un putusan yang
bcrwiba\\'a karena dilandasi oleh
pe lmbangan hukum yang kuat
pcradilan dapat membcntuk yuds-
prudensi tctap. ]ang di dalamnya
tcrdapat banyak garis-gnris hu-
kum, spcrti ber'bagai peraturan
pcrundang-irndangan yang berla-
ku serta garis-girris hukum yang
berlaku dalam masyarakat yang
tidak dapat terbaca dalam undang-
undrng. Di samping itu, peradilan
diharapkan turut memberikan pc-
mikiran mengenai prioritas dalam
penyusunan program legislasi na,
sionai berdasarkan pcngamatan-
nya terhadap kondisi masyarakat
dengan mcngantisipasi tuntutan
perkelnbangan keadaan.

Prinsip penyelenggaraan pera-
dilan yang lebih sederhana, cepat,
tepat, dun biaya yang terjangkau
olch semua lapisan masyarirkat
pcncari keadilin, serta memenuhi
rasa keadilan bagj masyarakat,
harus merlpakan program utama.
Tidak kalah penlirgnya adalah
untuk nrewujudkan peradilan yang
bersih,.ju.1ur, obyektif dan adil
untuk menjaga citra hakim yang
bersih dan berwibarva. berkualitas
dan mcmpunl'ai inlegritas pribadi

yang tinggi. Hakim harus mempu-
nyai kecerdasan, dan tehnik untuk
menghindari kontroversi-kontro
vcrsi (Jeffrey Jowell, 1997: 199).

Peradilan dituntut untuk n1e-
ningkatkan pelayanan kepada pen-
cari keadilan, mclakukan penye-
derhanaan prosedur dan admi
nistrasi, lebih transparan dalam
penentuan biaya pcrkara. se(a
menccgah pungutan-pungutan tak
resmi. Untuk mcncapai kesemua-
nya itu panilera yanE! menlpunyai
otoritas kuat agar eftktifltas tcr
capai guna menjagll peradilan
yang konstitusional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bcrbeda dengan perkara
pidana, biasanya, jika te{adi
disparitas putusin hakim jauh di
ba\{ah tuntutan pidana. Jaksa Pcn-
untui Umum hiasanya banding.
Apalagi kalau terdakwa bcbas
(VrUspruak) atau lepas dari segala
tuntutan hukum (Onslaag), mitka
Jaks,L pasti mcngajukan kasasi ke
Mahkamah Agung. Pcrmasalahan-
nya adalah mengapa upaya hukum
terhadap putusan bebas atau lepas
tersebut bukan ke pengadilan ting
kat banding? Ketcntuan ini se-
olah-olah menganggap pengadjlan
tinggi tidak berkualitas mengadili
suatu perkara scpcrti jtu. Semen-
tara ilu, jika putusan hakin jiruh
l(rbih berat dari tuntutan Jaksa.
pihak terdakwa/Penasehat hukum
nya pada umumnya akan banding
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Le pengadilan tinggi dan apabila
riJak puas dcngan putusan penga-
crlan tinggi ia bisa mcngajukan
Lasasi ke Mahkamah ASLrng.

\4estinya jika disperitas hu
kurnan ilu jauh berbcda dcngan
runtulan pidana jaksa, putusan
hukim tersebut tidak mutlak harus

banding atau kasasi, terkecuali
terdapat pertirnbangan hukum

)l1ng sa]ing bertentnngan atall
lehilafan putusan hakim atau

ditcmukan hukti b^tr (noru t).

Karena itu. sclain putusan hiki
tlngkal pertama harus herkualitas,
juga pcranan penasehat hukum
\elaku kuasa hukum dari pihak-

Fihak yang berperkara harus dapat
rcnYadarkan atau rncndoronS

kliennya agar menerima suatu
putusan hakim yang sudah diang

srp benar dan adil (the truth atld

/ll.r1i..,), bukan malah mcDyxrar-
kan kliennya untuk melakukan
upaya hukum denli untuk menda
patkan pencaharian.

Persoalannya sekarang adalah
bilgaimana mengukur kualitas su

irlu putusan hakim Yang daPat

dilerima olch kedua belah pihak?
Ini adalah sangat krusial. Untuk
mengctahui sualu kritcria pulusan
irrr "herkualitas' atau lidak. sudah

5nntnya dalam sctiaP Putusan
cliberlakukan "dissenti/tg opinio1"
dln dibentuk tim eksaminasi ter
hadap putusan para hakim terse-

but. Pihak yang lebih tepat melak-
\anakan et.!4mifid.ri tersebut ada
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lah Komisi Yudisial yang pem-
bcntukanD!a tcrdiri dari pakar-
pakar hukum yang profcssional
dan handal.

Ide pcnerapan hakim tunggal
diterapkan di Nlahkamah Agung
untuk nlen!:anlisipasi rncmbludak-
nya perkarl kasasi kc Mahkamah
Agung dari ,1 llngkungan badan
peridilan patut direnungkan se

cara positil. Sehab selain terclp
tanya efektititas fungsi dao tugas
sehagai Hakim Agung, ia juga
akan teruji krcdibilitas dan pro
fcsionalitasnya dalaln membuat
suatu putusan. terkecuali terhadap
pe|kara vang cukup mcnarik per_

halian pubiik dapat digunakan
secara mdc'lls. Dengan demikian
para calon Hakim Agung men-
detanEl tidak gampang mencalon-
kan diri lagi. karcna beban tugas

vang dihadapinya cukup berat.
Selanjutnya ide untuk mengurangi
rnenumpuknla perkara kasasi di
Mahkamah Agung adalah setiap
pcrkara yang tidak mcmenuhi
s\,arat-syarat lormil mengajukan
kasasi, scperti lerlambat menga-
jukan peamohonan kasasi, meiro-
rilalasan kasilsi, dil tidak dapat

dinintakan kasasj, artinya berkas
tcrsebut !idak perlu dikirimkan ke

Nlahkamah ,,\gung. Untuk itu di-
perlukan adanya tim sclcksi ber-
kas untuk mclakukan li,lmrssdl
pro.esr baik di tingkal pertama

maupun di liogkat kasasi (Bjsmar
Gultom. 200,1: tanpa halaman).
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Dengan adanya kineia penga

dilan yang demikian, maka hu-
kum veng berintikan keadilan dan
kebenaran bukan hanya sekedar
merupakan rumusan kalimat indah

)aog punva makna praktis dalam
kehldupan bennasyarakat, bcr-
bengsa dan bernegara-

I lakilll sebagai organ penga-
dilar walib mcnggali hukum tidak
lerlulis untuk memutus bcrdasar
kan hukum. Hakim nrerupakan
perumus dan penggali dari nilai-
nlar hukum yang hidup di
kalangen rakvat. Untuk itu ia
harus tcr_jun ke tengah lengah
rrasvurakat un-tuk mengenal,
nlcrasakan. dan mampu
menyclami perisaan hu kum dan
ra\e kcadihn yang hidup dalam
masyar{kat. Dengan dcmi-kjan
hakim dapat memberi putus-an

),ang sesuai dengan hukum dan
rilsr keadilan masyaraikat-

Adanla pendapat bahwa da-
larn ha1 pencgakan hukum, pengu-
asa dan hakim di Indoncsia masih
menampakan keberpihakan pada

)ang kuat dan ycng berkemam-
pui:ln ckonomi, sementara yang
lemah atau tidak memiliki ke-
r:ranrpuan ekonorni sering berada
dl pihak yang kalah. Semcnta.a
itu hakim di pengadilan masih ter
pcngaruh oleh iiwa tatanan hukutn
kolonial dalam hirl memutus per-
karl perdata n]aupun pidana.
Dalanr perkara pidena. umumnya
yang menyangkul kejahatan terha-

dap keamanan negara atau marta-
bat pemimpin, terdakwa hampir
tak pernah dibebaskan dari hu
kuman olch pengadilan, seperti
yang terjadj pada putrisan kasasi
kasus Marsinah, putusan kasesi
kasus Tempo, dan ptusan kasasi
kasus Muchtar Pakpahan (Hadcli
Hasibuan dan Adi Andojo, tanp.r
tahun: I53 dan 164)

Hubungan antam pengadilan
dcngan kekuasaan eksekutif yang
kurang etektif djmulai dari
kedudukan Ketua Mahkamah
Agung sampai kepada keharusan
bagi para hakirn pengadilan ncgcri
untuk tunduk pada kemauan
pe.jabat eksckutif. Ini menyebab-
kan sukarnya scscorang yang
diruSikan kcpcntingannya aiau
yang merasa dilanggar haknya
untuk mcngajukan gugatan terha-
dap pejabat melalui Pengadilan,
karena berbagai fihak dan instansi
yang bersangkutan akan mem-
pengaruhi pengadilan sedemikian
rupa, sehingga ia tidak akan
bsrani menga.jukan persoalannya
ke muka hakirn. Apabila gugatan
tcrhadap salah seorang pcjabat
pemerintah atau gugatan hanya
terhadap Perusahaan Ncgara telah
disampaikan ke muka hakirn, ma-
ka tidak jarang hakim mencari
cari berbagai alasan, sepeni ma
terai salah ditcmpcl, tanda langan
di atas materai tidak tepat, gu
gatan tidak diajukan secara tepat,
suarat kuasa kurang baik, dar lain
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\ebagainya. untuk mencegah bcr
lanjutnya perkara melawan Peja_
bal cksekutif ataupun perLlsahaan

ncgara itu. kemuka sidang (Stt-

nxr)'ati Hartoro, 1976: 7,1).

Dengal. demikian jelas bahrva

ili sini tcrdapat bebcrapa masaleh

)ang mcmpunyai hubungan de

ngan suatu keputusan hakim Yang
adil. yang amat ditentLrkan oleh
sistcm hukunmya. yang mcnurul
Friedman r1'lciiputi struktLrr

lstnrcture ), substansi (.!r&sdfl l]e).

dan budaya hukunrnya (/egal

drlarre). yakni:

''This is lhe stu.tur( ol rhe Lcgal

s'-\tetn its .tkeLeton or frdtne
uork, rhe rlurable purt, which
gi'? a kit:ll ol nupe and tlefi
tiition to thc vhole

Another aspect of the lqdl
.Drr.rm ir i|.r .Jxlrr/dnc.. B1 l,riir ir
neott the acnql ruLes. notDl!
and lxhatior paneryt of peapl(
insile the $sten-
'lhc lhird componenl of a legal

svstcnr. which is. rn sonre wdys lhe

iclsl obvios: thc legal culturc. Br'

lhis $e mc n peotlc s altiludes to

$ard law rnd dre legtl sysie r'theif
hclleli. \rlucs. ideas. and cxPecta

rions (l-awrence Mier Fried-
man, 1984: 5 6, lihat juga

Abdurrahman, 1986:. 85-91 ).

Pendckaian yuridis dalam pc

ne!!akkan hukum dimaksudkan
scbrgai pcnerapan norma atrLt

ketentuan hukun'l sccara tepal dan

κOヽρ′S′ SiS「EM PιttApt=AN DfヵvのONESIA
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bcnar scsuai keyakinan Penegak
hukum. Pendckatan sosio Politik
dalam pcnegrkkan hukLrm dimak-
sudkan unluk mewLUudkan ketcr
tiban dan stebilllas tang dipcrlu-
kan bagi kelangsungan Pemba-
ngunan nasional dan kokohn-Ya

persltuan dan kesltuan. Pendekat

an sosio-kultural dalain penegak-

kan hukum berarti bahta Pencra
prn notma atau kctcntuan hLrkunl

pcrlu nrcmperhatikan niial nilai
yang hidup dalam nasYarakat.
sehingga rasa keadilan,nasyarakat
lebih teryenuhi. yang lebih jauh

akan mcningkatkan kePercaYaan

dan dukungan masyarakat terha

dap penegakkan hukum (Sukarton

Marmosudjono, 1999: tanpa ha-

lanlan).

IV.ANALISIS

Kcterkaitan antara Penegakan
hukum dengen kebijakan sosial

dapat djtclusuri lebih jauh, bahwa
kriminalisasi suatu perbuatan sc

bagai lindek pidana atau delik.
sepenuhnla didasarkan Pada Per-
tilnbangan dan upaya pcrlindung-
an xtas setiaP kcpenlingan hukum.

Hal jni dimaksudkan bahwa Pem-
bcrlakuan atau pengundangnn Pcr
aturan tidak lain dinaksudkitn
agar semlla kepentingan hukum
perseorangan. masyalakat, atau

negara dapat tcrlindungi dan

dilindungi.
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涎
Secara traditional, supremasi

hukum dikailkan dengan ketun
dukan atau ketaatan pemegang
kekuasaan atau pcnlerintahan ter-
hadap hukum, yang digambarkan
dengan ungkapan gorernment
ulld?r the ruLe oJ 1,1n. Pengertian
suprcmasi huklun semacam ini
singal lidak memadai. Sebagai
pranata kckuasaan, hukurn diper-
lukan atau bermanlaat sebagai alat
kendali kekuasaan belaka, yaitu
sebagai sarana pcmbenar dan
pemberi jalan bagi penyalah
guoaan kckuasaan atau wenangan.
Penegakkan hukum mcrupakan
sarana pamungkas kendali hukum.
Hal ini bcrarti suprcmasi hukum
(tupronacy of law) adalah konscp
realitas hnkunl. artinya hukum
dalam arti konkrit den bukan hu,
kum dalanl arli abstrak. Suprcma,
si hukum tidak akan tcrwujud atau
diwujudkan oleh rangkaian kaidah
hukurr bagaimanapun sempurna
nya kaedah hukum telsebut, mela-
inkan oleh penerapannya (Ismail
Saleh. 2001: xxiii xxiv).

Dalam Pasal 24 Ayat (l) dan
(2) Undang-Undang Dasar 19,15,

dinyatakan bahwa kekuasaan ke
hakiman merupakan kekuasaan
r-ang nrerdeka uDtuk menyeleng-
garakan peradilan guna menegak-
kan hukum dan keadilan. Kckua-
sxan kehakiman dilakukan olch
scbuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di
he\\ ahnva dalrrn lingkungan pera-

dilan umum, lingkungan peradilan
agama, lingkungai peradilan mi
liter, lingkungan peradilan tata
usaha negara; dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi.

Demikian juga dalam Undang
UU No. 14 Tahun 1970 yang
diganti dengan UU No.4 Tahun
2004 dinyatakan bahwa kekuasa-
an kehakinan adalah kekuasaan
negara yang mcrdcka untuk mc-
nyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila dcmi tersc
lcnggaranya negara hukum Re-
publik lndoncsia. Kcmudian di
nyalakan bahwa penyelenggaraan
Kekuasaan Kehakiman dilakukan
oleh Badan badan Pcradilan dan
ditetapkan dengan UU, dengan
tugas pokok untuk menerima.
meme ksa, dan mengadili, sena
mcnyelesaikan tiap perkara yang
diaJukan kepadanya.

Untuk mencapai tu.juan agar
terdapat tata tertib dan keadilan.
aparat pcnegak hukum mernpu-
nyai hak dan kewajiban mene-
gakkan dan mcngawasi pelak-
sanaan hukum agar fungsi hukum
dapat menjelma. Dalam mencgak-
kan dan mengawasi pelaksanaan
hukum, aparat penegak hukum
melaksanakan pcncgakkan hukun)
sesuai denEan fungsi adminislrasi
penegak hukum berdasarkan ke-
tentuan hukum yang berlaku. Jjka
tidak berdasarkan hal itu. maka
dalam penegakkan hukum tcrsc-



L,ut dapat diduga lerjadi pcn)c
lundupan hukum yang dapat me-
ru:rikan paru pencari keadilnn
Radisman F.S. Sumbayak, 1985:

11r

T i].r,b]d'ny,\.i ul i c id I (orrupt i o

dan tidak adanya sikap iudlcidl
JiJ.relirr? yang kenrudian menim_

hulkan praktik mafia pcradilan pa-

diL lembaga hukum. adalah tidak
terlepN dari seiarah dan budaya

sistem hukum Indonesia selama

ini. Sebagaimana diketahui bahua
selrrna ini sistem hukum hdone
sia lebih banylk diintcrvensi oleh

kepentingan folitik darl ckonomi,
sehingga keadilan tidak lebih dari

sckadar barang komodilas yang

diperjualbelikan. Lembaga pcnga-

dilan sebagai instrumen utama Pe-
ncgakkan hukum lelah diiadikan
''pasar" untuk mempeiualbelikan
kcadilan scrta nenjadi sumber
kolupsi, kolusi, dan nepotismc
(KKN). Dernikian pula nilai-nilai
keldilan telah dicampLrradukkan
dengan bcrbagiri bertuk intervensi
kekLlasaan mmpun intervcnsi
komersial. Ukuran mcngunlung-
kirn atau tidak mcnguntungkan,
suiltlr perkara djPandang han,va

deri kacamata politik dan ckono-
mi. Konciisi ini diperparah oleh
praktik praklik curang dan korup

)ang dllakukan secara sistematik
olch para aperat penegak hukutn
itu scndiri dengan sebutm "mafia
perildilan". Praklik-praktik korup-
si yang seling dilakukan olch
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mcreka depat .likategorikan seba

g,ti irulit:tu I L orrupt ion.

Priktik l/r.ll. idl carruptirl i)\
dilakukan olch para aperat pere
gak hukum itu scndili (Ial r:rr,Dr-

(t'tltent alr ctts) dm sccara ko
lektil mereka dikenal dcngan

sebutxn rnafia peradilan. Daniel S.

Lev. seorang pengan'iat politik
hukum Indonesia. nensetekan
blhwa:

'' [he nttfitt peraclilan is ufter
t l a xvrkiry .rr raerr l?rla

berLelits aLl ilt participant;. In

rrrxc x..rl.r, itl fdd. -i,r adto'
cater, *ho ollrcrwise att e\'
cludel lrom the <:oLLegial reltL

tir.llship\ ol judg..\ ttttt) Prost'
cutors, il )ttorks ralher beller
antl nt,t't c.fficiertl| than thc

fofi1dl s\-sleni'(Frans H. Wi
narta. 2002: tanpa ltalaman).

Dahsyatnla korupsi di lemba-
ga pcradilan Indonesia juga daPat

dilihat deri calalan Daniel Kauf-
mrnn dalanr )aporan lJurc!ucratic
untl ,lutlit:iurr Briben tahun l99E
yirng mcnflirlakan tingkat korupsi
di pcradilan Irdonesia paling ting-

-qi dibandingkan dengan negara

llkrrina, Venezuelt. Rusia, Ko
lonbia. Yordanja, Turki, Malal-
sir. Brunei. Atiika Selatan, dan

Singdpura (Frans H. Winarta.
2002: tanpr hulamiin).

Salah satLL alasan sulitnya
nrcmberlntas rnalia peradilan di
irdonesia rdalah karena masih
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bersemayamnya ideol o}j j u(tic ia t
( or ru ptiot. Men rrt)t D ecl d ration
lnt.rnutional Bar As.rociatiott
118,4.) pada konperensi dua tahun
an, rnisalnya pada tanggal 17_22
Scptember 2000 disc)enggarakan
tli Ansterdam. yang dikutip para
pakar hukum Center For !h?
Independenca of Jutlges antl
LL^\.rr tCl JL t. rl.rplr drsrmpuJ-
krn b.rh$ a lndtLutl ,..trrun'ttott
terjadi karena tindakan-tindakan
yang menyebabkan ketidakmandi
rian lembaga peradilan dan
institusi hukum (polisi, jaksa,
xdvokat. dan hakim). Ketidak_
mandirian hakim atau pengadilan,
misalnva kar.ena hakim atau peng-
adilan mencari alau mcnerima
berbagai macam kcuntungan atau
.1anji berdasarkan pcnyalahgunairn
kekuasrrn Lehrl rnrcn Jtilu ner
huutJn lrrnn)x. sefeltt \urp. pe
malsuan, penghilangan data atau
bcrkas pengadilan. pcrubahan de-
ngan scngaja berkas lengadilan,
lemanfaatan kepentingan umum
untuk keuntungan pribadi, sikap
lunduk kepada campur tangan luai
drlam niemutus perkara karena
Jllirn) ir tekrnirn. Jncamrn, nepo-
trsrnc. .,,///rr / al' tr(res!. ft\n_
11tismc. komf romt dengan petn-
hclJ (ad\ o|.rr ). pertrmhangrn Le-
Jrru il.LlJm promo\t drn pensiun,
prasangka memperlambat proses
pengrLlrlan, Jrn tunduk keDt(lx
LcnrJUitn lcmerrnlah drn parrli
poliiik (Frans H. Winafta, 2002:
lanpa hxlaman).

=⑨Kelemahan. kerusakan_ atau
pembusukan di bidang peradilan
ini sebenarnya sudah rerjadi ber
puluh-puluh tahun, yaitu sejak
rezirn militer Orde Lama dan
Orde Baru berkuasa. Di zaman
Ordc L.rma pcrlindungrn rerhadrp
hrk ritk)rt sangat tninjm, ycnll
dibuktikan dari scdikjtnya araLl
hampir tidak ada kasus-kasus me
neenai " on r ecltmatige ott:rh e icl s-
daal' atae "detournenu:nt de
puvoif' yaig dapat diselesaikan
dcngan wajar oleh badan badan
peradilan yang ada di Indoncsia.
Pcnguasa-penguasa Orde Lama
merasa bahwa mereka bcrada di
atas undang-undang dan pengadil
an tidak bebas dari pengaruh dan
kekuasaannya. Dalam masa Kabi-
net 100 Mcnteri para hakim ser.ing
dipaksa untuk memberikan hu-
kuman yang tidak sesuai dengan
hati nuraninya, bahkan r1lcnghu-
kum orang vang sama sckali ti-
dak bersalah (Ismail Suny, 1982:
129.).

Di samping UUD 1945 dan
UU Kekuasaan Kehakiman tehh
menjamiu kebebasan hakim se-
caaa konstitusional, maka Lrntuk
memperkuat posisi dan fungsi
hakim pada rahun 1970 telah lahir
Peratunn Pemerintah Nomor 6
Tahun 1970 tentang pengaturan
Kehidupan Polilik pedjabat Negc_
ri Dalam Rangka pembinaan Sis_
tcm Kepegxwrjan Neccri ReDu
bl,k Indnne\ic, 1"ng n,ino p.r".,l 2
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huruf b mclarang untuk menjrdi
anggota organisasi polilik b.igi
rnggota ABRI. Pegawai Sipil
dalam lingkungan Dcpa$emen
Pcrtahanar Keamanan. Hnkim,
Jaksa, Sclgruh Pejabat ptlda BPK.
Guhcrnur. Cubemur Bank Indo-
ncsia. l'emcrintahan Orde Baru

scdikit bcrbcda denSan Ordc
I-ama karena masih mcmbolehkan
pcjabat tcrsehut untuk menl^di
anggota cioloogan Kar!a (Gol'
kar). padahal itu adalxh hal Yang
kcliru. karcna Golkar .juga nlcru_

pakan partai polrtik.

Pemerintah Ordc Baru telah

:newajlbkan hakim untuk mema-

suki "Kokaunenhakr i ' yang terga-

bung dalarn Sckretariat Bersama
(Sekbcr) Golker. Kebijakan itu
rnerupakan tindakai inkonstitusi-
onal karena kebebasrn da keti
ddknlemihakan kckuasaan kchaki-
man yang diiamin olch UUD l9'15

ilu tidak akan tercapai, bahkan

akan dilanggar'. Dcngan mewaiib-
kan hakim untuk memasuki orga
nisasi masyarakat (ormas) Kokar
menhakri. maka Menteri Kcha-
kiman tclah mulai mencampuri
urusan peradilan secara tidek
langsung dan ini membahayakan
prinsip pdnsip rule ol lav, yang
merupakan sallh satu mekanisme
sistem pcmerintthan menulut
UUD 19,15 (Ismail Suny. 1982:

2631.

Sistcm peradilan di era pcme

rintahan Soeharto sepenuhnya di-
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suboldinasikan kcf a.la kepenting-
an rezim rniliter. Dalam jangka

lnrna pos-pos penling dalarn N'lah

kamah Agung drn Kejaksaan

Agung scrta Nlentcri Kehakiman
didudukl oleh orang-orang militer
(tcrutarnn Angkirtan Darat) atau

orang-orang Pcnting Golkar'
StruklLlr kckLrasaan semacam ini
juga terdapal di banyak ProPirlsi,
bahkan di kabupaten di selumh

I donesia. Karena itu, bolchlah
dikalaken bahwa dalam jangka

ya g lamir sckali. Indonesia tc]ah

dikuasai olch pemerlntahan mili-
ter -!ang mcn.jalcnkan sistem ma-

lia di bidang politik, ekonomi,

kebudayaan. dan di bidang Pcra-
dilan atau hukum. Di daerah-

daerah. lenrblga musyawarah
pimpinan daerah (Muspida) meru
pakan brgian yang penting dari
pcmerintahan yang bersifat mdia
ini- karena di sana duduk wakil
dtri kcjlksxan dan Pcngadilan
negcri.

Itulah sehabnya, dalam kurun
rvaktu yang begitu lama (yaitLr

lebih dari 30 tahun) jarang sekali

bcitrl tcntang adanya Penlbesar-
pembesar rnilitcr atau sipil Ordc

Baru yang ditindak karcna Penva
hhgunaan kckuasaan. alau koruP_

si. atau mclakukan keJahatan lain-
nya. Sudah jelas, klranya. bahwa
itu tidak berarti bahrva selama

kurur waktlr yang begitu panjang.

tidak iLda etau scdlkit sekali
pclabat yeng melftkukan kejahatan
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etau pelanggaran. Sebagian terbe
\er dari kejahatan, pelanggaran
HAM. pcnyalahgunaan kekuasa,
an, atau korupsi ditutup atau tidak
dibongkar di pengadilan dan ridak
j ugir diekspose dalam pers.

Dengan melihat penElalaman
sclarna J2 tahun pcmerintahan
Orde Baru daplt dikatkan bah\,"a
masilah penegakkan hukum dan
pel:lyanan hukum di Indonesia
selalu diabaikan. selringa itu
memba\\'a irnplikasi buruk bagi
bangsa lndonesia- Buruknya peue-
gakkan dan pelayanan hukum di
Indonesta. serta merta tclah mc,
nyebabkan hilangnya kepercayaan
llrasyarakat (bst oJ t:onfitlence)
hahkirn sikap dunia intcrnasional
terhadap pernerintah Indonesia
(Nonrensen Sinamo. 2003/2004:
2,1). Suanr kasLts )-ang cukup men-
jadi perhatian dunia internasional
scba-gai akibat buruknya systcm
peradilan adalah kasus Manulife.

Sekarang ini. meskjpun rezjm
militcr Ordc Baru sudah terguling
dan tclah mcmasuki Orde Refor-
Drasr. sislem peradilan di Indo-
nesia belum direlbrmasi secara
berarii. Kebanyakan para hakinr
clan Saksa (dan ahli ahli hukum
lainnla) yang se.jak dari sekolah
lanjutan pertan)a sampai univer
siras dididik dengan moral dan
pola berlikir Ordc Baru masih
menduduki pos pos penting diiri
Pusat sanlpai kc daerah-daerah.

麺
lni menjadi kendala bagi refor-
masi sistem peaadilan_

Memang sulit mcnegakkan
hukum di pengadilan schingga
muncul istilah'laafia peradilan",
atau ler.jenlahan KUPH bukan lagi
sebagai Kitab Undang-undang
Hukum Pidana melainkan "Kasih
Uang Habis Perkara", sanrpai
kepada istilah "H,{KIM" sering
diterjemahkan dengan'I{ubungi
Aku Kalau Ingin Menang'. Kea-
daan ini menunjukan krisis rnoral.
dan etika. Demikian juga dcngan
penyclenggaraan sistem peradilan
yang ter.jadi di Mahkanah Agung
penuh dengan kolusi. Kondisi ini
berbeda dengan penyelcnggaraan
peradilan di Mahkamah Agung di
barvah kepemimpinan Moedjono.
Oemar Seno Adji, dan Subckti
begitu bersih (Adi Andojo dan
Bisnlar Siregar daianl IIyas, 20001
2).

Kctika Muladi diangkat mcn-
jadi Menteri Kehakiman mengun-
dang harapan banyak pihak, karc-
na pernyataannya yang hendak
mengikis habis dan membasmi
malia peradilan. Namum karena
beliau pindah jabatan menjadi
Mcnteri Sekretaris Negara, seinua
harapan uutuk rnemberantas mafia
peradilan menjadi kandas.

Dari adanya berbagai kasus
peradilan dapat dipahami bahwa
kemandirian hakim bersitat tel
batas (bukan kemandirian yans
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:r'rtlrk). Dalarn hal ini Sa!ipto
R.rhar io bcrpendapat pengadilan
.ebagaj institusi umum juga mcm_

:un) ai publiknya sendiri, berarti
:rngadilan tidak bisa mengkiaim
rebugai bgrdan yang spenuhn)a
tebas dan mandiri (Saljipto
Rrharjo, 199,1: 43). lnlegritas ke-

pribadian. dan keimanan Yang
kuirt yang dimiliki oleh hakim
yang dapar menghindari bcrbagai

dorongan dan godaan mcncari

ialan pintas dcngan menggunakan

cara-cara tak terpuji, serta berba-

gai godaan materialislik dan se-

nlacamnya. Dengan kata lain. in-
regritas kepribadian hakim, terma-

\uk panitera mcnentukan pulusan

) ang dikeluarkan oleh hakim

Kcberadaan badan perlrdilan

dimasa mendatang harus memiliki
sensibjlitas terhadap kcbenaran

dan keadilan serta mengedePan_

kan kepentingan masyalakat dan

hak asasi manusia. Scnsibiiitas
terhadap kcadilan adalah kescim-

bangan antara kejahatan dan sank-

si, yang dalam hal ini terdapat

disparitas pemidanaao dalam hal

penuntutan terhadap lerdakwa.
Dalam kerangka orientasi pada

kepcntingan masyarakai, maka
kepekaan terhadap kepenlingan
korban alau saksi korban harus

tetap diperhatikan. Pemerkosaan

terhadap kepentingiin masyarakat
seringkali teqadi dalam hal pe-

nuntutan terhadaP kasus korupsi
yang melibatkan pejabat negara.
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Budr-\a kerja erat kaitannya

dcngan kinerja badan peradilan

dalam penegakkan hukum dan in-
legritas prihadi seorang hakim.
Dalam mcngungkapkan fakta da-

lan] lingkungan badan peradilan.

tcrdapat pcrsepsl yang kuet oleh

rnxslaruket bahwa badan peradil-
an memilki budaya kerja (Pola)

yang mililcristik. Pcnyerapan fak-
ta oleh badan peradilan diPerseP-

sikan oleh masyarakat scbagai

bcntuk .to.r.il labeli g bndaY^

yang berkembang di badan Per-
adilan. Pada sisi lain Pengadilan
juga hendaknya memunculkan di

narnika baru dalam masYarakat

berupa pemahanran bahwa mercka

yang melanggal hak hak orarg
lair harus empertanggunEia-
wabkan perbuatannya (Neil J.

Kirr7. 2003: 139).

Pcrm:rsalahan lain dalam tu-
buh badan peradilan adalah sistem

rev,ard and Pu ishme t yang e(rl
kaitannya dengan fungsi Penga-
wasan. Tcrhadap kinerja Yang
baik maka kepada hakim tersebut

akan diberikan re]tdl/ atau peng-

hargaan, nrisalnya dalam bcntuk

hakirn .l r/?. month di sel\aP

tingkat badan peradilan. R?r'.rrl
lain adalah kcsejahteraan Para
hakim. Re\\,ard tersebut juga Pcrlu
diimbangi dcngan sis{em Peng-
hukunlan )ang bcrat Pula. Untuk
itu perlu di&lakan Pengawasan
sccara melekat dan Pengawasan
fungsional yang :nemantau kircrja
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para hakim. Pengawasan tcrhadap
krnerla hakim dxpat melalui me-
kanisme pengawasan intcmal. Se
llin inter-nal juga pcrlu dibentuk
lernbaga pengawasan eksternal.
Teth:rdrp hlsil pcngar{,r\xn daprr
r-lilrlukrrr pcn;aruhu sank\t teL-
hadap hakim yang melanggar
kode etik hakim mclalui pcradil
an intclnal scbagai mekanisme
demokratis dan adil rcrhadap para
pclanggar. Yang melakukan peni
laian terhadap pelanggaran etik
adalah Dewan Etik Badan per
adilan, -vang dapat saja dipimpin
olch Hakinr Agung Muda Bidang
Pengawasan. Mekanisme ini harus
dilakukan secara transparan.

N,lasalah lain adalah masalah
akuntabilitas publik suatu lemba-
ga negara, yang merupakah hal
sangat penting, ka.ena akuntabi,
Iitas publik sebagai tolok ukur
krcdibilitas suatu irstitusi ncgara.
l)alan membahas akuntahilile\
pubiik badan pcradilan terdapar
bcberapa yang perlu dilakukan
agar ter.jadi pembaruan badan
peradilan. yaitu transparansi ki-
nerja badan peradilan dalam kait
annya dengan akses publik ter.ha
dap inibnnasi, peran publik dalam
rrcnentukan Hakim Agung, dan
mekanisrnc tanggapan terhadap
keluhan masyarakat.

Transparansi kinerja badan
pcradilan adalah penyampaian
pcrihal perkembangan penyelcsai-
ln pcrkara kepada publik. Dalam

麺
hal ini badan peradilan membc-
ritahukan kepada masvarakat peri
hal perkcmbangan penyeiesaian
perkara yang melibarkan publik,
terulama kasus korupsi yang me-
libatkan pejabar publik. Meka-
nisme pemberitahuan ini dilaku
kan dengan proftssional publik
rclation. Mckanisme ini .juga
dapnt dilakukan dengan nlembuka
salu]an hotline bcbas pulsa. se-
hingga nasyarakat dapat mengak-
ses intbrmasi tersebut. Selain iru
juga dapat dibuat Website badao
peradilan sebagai wahana edukasi
publik terhadap weewenang dan
nrandat badan peradilan. sekali gus
publik dapat mengakscs berbagai
pekilra vang telah diselesaikan di
peradilan, ataupun yang ingin
mengetahui perkcmbangan suatLr
perkara tanpa nrengurangi kclan-
caran penVelesaian pcrkara dalam
peradilan. Untuk mengelola !vcb-
site tersebut dibutuhkan tena-qa
professional yang mengelola web-
site lersebut. Selain itu badan
peradilan juga perlu mencrbilkan
warta badan pcradilan dalam ben
tuk antara Iain majalah bulanan
badan peradilan yang ber.isikan
tentang kineria badan peradilan
selama satu bulan-

Nilai-nijai hakiki yang rerda
pat dalam UUD 19,15, rujuan
dilakukannya pembaharuan pera-
turan pcrundang-undangant upaya
menciptakan pemeintahan yang
bebas dari KKN, peranan aparat



"
penegak hukum dalarn menegakan
hukum dan keadilan, merlpakan
unsur-unsur yang tldak dipisahkan
siltu sama lainnya di clalam

rcfbrmasi hukum. khususnye di
dalarn lembaga pcradilan. LntLrk
mcu,ujudkirn lernbaga peradilan

Irng bersih, sebcnnrnla haik
MPR nlaupun Penleriniah tclah
mengeluar'kan bebcrapa kctcntuan
hukum di era relbrmasi, sepeni
Keietapai MPR No. XVIIPR./-
1998 yang mengamanalkan pe i-
bentukan suatu lembaga )ang
dibentuk olch Kepala Negara un

tuk melakukan pemcrik\iun terhit-
dap harta kekayaair pcjabat uniuk
mcnghindari praktik praklik ko-
rupsi. kolusi, dan nepotisrne.

Scbagai tindak lanlut dari
Ketetapan MPR tersebut, lahirlah
berbagai pcraturan perundang
undangan. yakni (1) Undang
UndanEI Norlor 2E Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara
Yurg Berslh dan Bebas dlri
Korupsi, Kolusi dan Ncpotisme.
(2) Undang-Lrndarg Nomor Jl
Tihun 1999 tcntang Penrberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi, (3)
Undang-undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pcrubahan Atas
U.dang undang Nornor 31 Tahun
1999 tcntanS Pemberanlasan Tin-
dak Pidana Korupsi, (.1) Pcraturen
Pemcrintah Nomor 65 Tahun
1999 tcntang Tatx Cara Pemerik-
saan Kekayaan Penyelenggar.r
Negaril, dan (5) Keputusan Prc-
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sidcn Nornor 8l Tahun 1999

tenlal1g Pcmbcntukarl Kornisi Pc

nrcriksa Kekil) aan Pcnvclenggari,r
Ncgara.

Jadi. perhaikan slstcm peradjl
an xdaleh s)'aral mullak untuk
tcgaknya hnkum lrule af ldw).
[lntuk iri rlipcrlukan seciLra mut
lak pula adenya perbaikan noral
di kalangan para penegak hukurn.
kurena pcnegakan hukum hrnya
bjsa dilakukm dcngan moral yang

bcrsih dari kalangan elite. baik
pada kalangan cksckutil. legislatif
maLrpun judikatif. Selain itl.l perlu
pula dicrptakan suatu sistcm bu-
da-r- a yang menjadikan hukum
helul-bctul alar bagi semua orang
unluk nrcla\\'xlr ketidakadilan dan

mencad kcbenaran. Ilal ini sejalan
dengan pemlkiran Barda Narvawi
Arief bahwa sejauh mungkin
penyelcnggara sistem pcradilan
bertanggun:!awab agar sistem
peradilan nrcndapat kepercayaan
dan respek mas)'arakat (ro 8.ril7
publi: tru:t aid respe(t). Agat
mendlpat kcpcrcayaan dan respek
nllsyarakat. rnuka sislem pcra
dilan harus lerbLlka dan transparan
(nu"^t be oltctt dnd trdnsper(nl).
Akuntabilrtas sisteot pcradilan
mcrupakrn bagian dari konsep
pcmcrinlahan yang baik (acco?i,

tibilih d lh? co rl srst.nt is ptrt
ol tlle coti(ept oJ good gorer-
tr/ltlc?)- Di sisi lain perlu pulc
perbaikan hukunr acara, penilaian/
pengawasan tcrhadap kualitas
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putusan hakim (eksaminasi putus_
an) dan upaya melakukan evaluasi
serta perbaikan hukum substantif
(Barda Nawawi Arief, 2003: 57).

V. PENUTT]P

Dalaln beberapa teori dan
konstitusi negara Indonesia vans
telah dikemukakan di atas. lcmi
baga peradilan adalah suatu inq,
titusi )ang berfungsi sebagai
penjaga./pelindung negara dari an-
caman atau bahaya akibat dari
ketidakadilan. Karena itu hakini
harus dalal menjalankan tungsi
dan nlcnegakkan aturan di .lalam
sistern peladilan sehingga hak hak
rakyll untuk mempe.oleh keadil,
an daper diwujudkan_ Konstitlrsi
Indonesia telah menjarnin kebe
basan lenbaga pcradilan dan
haktrn dtlirnl menjalitnkun tuIJs
dxn lu ng\ inyir.

Saat ini usaha nlenuju rercip
lanya sistem pcradilan yang baik
dan merdeka terus dikcmbangkan,
yang disertai dengan usaha pengu_
atan profcsi pcradilan dan organi_
sasinva melalui pembaharuan per_
aturan perundang,undangan dan
pcningkatan akuntabiliras publik
srstem peradilan. Mengcnai meka_
nisme konffol terhadap kekuasaan
lr-hlkimu Ji mrsa \Jnr tlJn
LIJtrng. iemhJgi peroali.,i p.rtu
nrcngembangkan kontrol internal
alas dasar kode etik dan member_
davakan Dewan Kehormatan Ha

麺
kim. Selain itu perlu pula clikcm-
bangkan sistcm pengawasan eks
ternal melalui Dewan pengau,as
Kinerja Kekuasaan Kehakiman
yang anggotanya terdiri dari atas
para ahli di bidang kehakiman.

Untuk meircapai kepastian hu-
kunr nrelalui lcmbaga peradilan,
setidak-tidaknya, putusan peradil-
an harus memenuhi bcberapa sya-
rat, yajtu (1) tersedia aruran hu-
kum yang jelas (jernih), konsistcn.
dan mudah diperoleh (accesilla).
(2) Instansi-instansi penguasa (pe-
rnerintahan) menerapkan aturan
hukum tersebut secara konsistcn
dan juga tunduk serta taat kepada
atllran tersebut, (l) lvarga
masyarakat, secara prinsipil. me-
nyesuaikan perilakunla terhadap
aturan-aruran hukum, (4) hakim_
hakirr peradilan yang mandiri dan
tidak berpihak seda harus mene
rapkan aturan hukum secara kon-
sisten dan jeli ketika mcnyelc-
saikan sengketa hukum, dan (5)
putusan pcngadilan dllaksanakan
seciira konkrit

Dengan demikian, apabila pc_
negakkan hukum dapat berjalan
dengan baik dan sesuai densan
harapan rakyat berdasarkan kons,
titusi dan hukum positif yang
berlaku, maka independensi lem-
baga peradilan tidak lagi lerko-
optasi oleh kckuasaarl cksekutif
serta jauh dari godaan suap me-
nyuap dan berbagai tindakan..jual
beli" perkara yang ditanganinya.
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S.lain ilu, nrcntalitas penegak
:Lrkun'l di cra refbrmlsi harus ber
.rbih dari nentalilas korup den
:rploitasi menjadi mentalitas ti
.r:rk korup. jujur, den adil. Mes-
irpun dentjkian. rcformasi huku:n
\ ing dilakukrn ierhadap peraturan

rer undang-undangan sirja belunl
:ukup. dan reibrmasi hukurn bu-
krn han!a difbkuskan kepada
pcnrbaharuan ketenlLlan hukum,
r.tapl juga mencakup pcmbrha|u
an nrental para penegak hukum
khsusnya hakim. panitcra. dan

l.Uaran aparrt lcnrbxga pe|adilan.

Bctapapun baiknya undang-
undang. tanpn pcradllan yang
bersih, protcsional .lan efisicn.
iidak akan adr gunanya. Karena
itu pembeharuan sistem pcrxdilan
harus mencakup pcrbaikan aparat

fcradilan melalui: rckrutmen yang

dilnulai dari persyaratan calon ha

kin, proses penerimaan calon ha-

kim hingga pengangkatannya, dan
mengubah Undang Undrng Keku-
rsaan Kehakiman dan Undang-
t.ndang Mahkamah Agung. Di
snDlping itu optimalisasi pcnga
\\asan oleh lembaga yang indc

lenden yaitu bcbas dari campur
rangan eksckutif, Iegislatif, yudi-
katif. dan/iitaru kekuasaan lain
rlcmbaga ini terdiri dari para ahli
hLrkum yang memiliki keahlian
dalam berbagai disipiin ilmu
hukum). pcrbaikan sistem dan
nominal penghasilan hakim (8aii.
lunjangan. serta insenlif lainnya).
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f cne.apan,/i!rvrr/iris oP it |i()n l,rt
hadap sctiap perkara yang dit.t-
ngani. penguntuman putusan ha-

kim sccara trursparan mclalui ber-
bagai mrs nredia cctak dan elek-
tronik, serla lcmhcnahan adminis-
trasi Iainn) r. Hal-hal terscbul
tiduk hiuya berlaku pada lembaga
pcradilan atau hakim. lelapi juga
pada panitcra. prnilera muda. dan
panitcra pengganti.
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